PE’NGUMUMAN! PERATURAN PE PEMERINTAH

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

{(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015,
tanggal 3 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menmgkatkan pelayanan kese-
jahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan
yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan perlu
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemer-
intah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketena-
gakerjaan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional {Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4458);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik indo-
nesia Nomor 5256);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketena-
gakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TA-
HUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMI-
NAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemer-
intah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-

mor 5486}, diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan
1 (satu) angka, yakni angka 5a, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketena-
gakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS
Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang
dibentuk untuk menyelenggarakan pragram
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

2. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah
Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Dana
Jaminan Sosial Kematian, Dana Jaminan So-
sial Hari Tua, dan Dana Jaminan Sosial Pen-
siun.

3. Dana Jaminan Sosial Kecelakaan
adalah dana amanat milik peserta jaminan
kecelakaan kerja yang merupakan himpunan
juran jaminan kecelakaan kerja beserta hasil
pengembangannya yang dikelola oleh BPJS
Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat
kepada peserta dan pembiayaan operasional
penyelenggaraan program jaminan kecelakaan

Kerja

kerja.
4. Dana Jaminan Sosial Kematian adalah dana

39




40

5a.

10.

11.

amanat milik peserta jaminan kematian yang

-merupakan himpunan jaminan.kematian beser-

ta hasil pengembangannya yang dikelola oleh
BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran
manfaat kepada peserta dan pembiayaan op-
erasional penyelenggaraan program jaminan
kematian.

Dana Jaminan Sosial Hari Tua adalah dana
amanat milik peserta jaminan hari tua yang
merupakan himpunan iuran jaminan hari tua
beserta hasil pengembangannya yang dike-
lola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pem-
bayaran manfaat kepada peserta dan pembi-
ayaan operasional penyelenggaraan program
jaminan hari tua.

Dana Jaminan Sosial Pensiun adalah dana
amanat milik peserta jaminan pensiun yang
merupakan himpunan iuran jaminan pensiun
beserta hasil pengembangannya yang dike-
lola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pem-
bayaran manfaat kepada peserta dan pembi-
ayaan operasional penyelenggaraan program
jaminan pensiun.

Cadangan Teknis adalah cadangan teknis ses-
uai dengan praktik aktuaria yang lazim dan
berlaku umum.

Dana Operasional adalah bagian dari akumu-
lasi iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kema:
tian serta hasil pengembangannya yang dapat
digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk mem-
biayai kegiatan operasional penyelenggaraan
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kema-
tian.

luran Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut
luran adalah sejumlah uang yang dibayar se-
Gara teratur oleh pekerja, pemberi kerja, dan/
atau Pemerintah dalam rangka program jami-
nan sosial.

Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana di-
maksud dalam peraturan perundang-undan-
gan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
Aset Bersih adalah selisih total aset atas to-
tal Liabilitas pada waktu tertentu yang dicatat
sesuai dengan standar akuntansi keuangan
vang beriaku di Indonesia.

Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang selan-
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12.

e ==
jutnya disebut Investasi adalah investasi yang
dilakukan oleh BPJS Ketenagakérjaan ter-
hadap aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset
Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjiaan dalam
instrumen investasi sesuai peraturan perun-
dang-undangan, ‘

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
vang selanjutnya disebut Dewan Peangawas
adalah organ BPJS Ketenagakerjaan yang ber-
tugas melakukan pengawasan atas pelaksa-
naan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan oleh

* direksi dan memberikan arahan dan/atau na-

13.

14.

16.

16.

sihat kepada direksi dalam penyelinggaraan
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kema-
tian.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang selanjut-

-nya disebut Direksi adalah organ BPJS Ke-

tenagakerjaan yang berwenang dan bertang-
gung jawab penuh atas pengurusan BPJS
Ketenagakerjaan untuk kepentingan BPJS
Ketenagakerjaan, sesuai dengan asas, tujuan,
dan prinsip BPJS Ketenagakerjaan, serta me-
wakili BPJS Ketenagakerjaan, baik di dalam
maupun di luar pengadilan.

Bank Kustodian yang selanjutnya disebut
Bank adalah Bank Badan Usaha Milik Nega-
ra yang telah mendapat izin dari pinak yang
berwenang untuk memberikan jasa penitipan
efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek
serta jasa lain, termasuk menerima dividen,
bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan tran-
saksi efek, dan mewakili pemegang rekening
yang menjadi nasabahnya.

Bursa Efek adalah Bursa Efek sebaga mana di-
maksud dalam Undang-undang tentang Pasar
Meodal.

Menteri adalah menteri yang menyelenggara-
kan urusan pemerintahan di bidang kizuangan.

Ketentuan éyat (1) huruf b Pasal 13 dilibah, se-
hingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dana Operasional yang dapat diambil dari

Dana Jaminan Sosial Keter]agakerjaan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5)
ditetapkan paling tinggi:

a. 10% (sepuiuh persen) dari luran jaminan
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kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
dan

b. 10% (sepuluh persen) dari luran yang
diterima dan 10% (sepuluh persen) dari
dana hasil pengembangan jaminan hari tua
dan jaminan pensiun.

(2) Besaran persentase Dana Operasional seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan
setiap tahun oleh Menteri setelah berkoordi-
nasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagaker-
jaan dan DJSN.

Ketentuan ayat (1) dan ayat {2) Pasal 14 diubah,
sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

{1) Dalam penentuan persentase Dana Opera-
sional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat {2), BPJS Ketenagaker]aan mengajukan
usulan besaran persentase Dana Operasional
kepada Menteri dalam jangka waktu paling
lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun angga-
ran yang bersangkutan dengan melampirkan
rancangan rencana kerja anggaran tahunan
BP.JS Ketenagakerjaan.

(2) Menteri menetapkan besaran persentase Dana
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)
bulan sebelum tahun anggaran yang bersang-
kutan berjalan.

{3) Besaran persentase Dana Operasional seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ta-
hun 2014 ditetapkan oleh Menteri paling lam-
bat 31 Desember 2013.

Ketentuan ayat {4} Pasal 18 diubah, sehingga
Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18

(1) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagaker-
jaan terdiri atas:

a. Liabilitas jaminan kecelakaan kerja;
b. Liabilitas jaminan kematian;

c. Liabilitas jaminan hari tua;

d. Liabilitas jaminan pensiun.

{2) Liabilitas jaminan kecelakaan kerja dan jami-
nan kematian sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf a dan huruf b terdiri atas:

a. cadangan teknis;

b. utang klaim;

¢. utang Investasi; dan
d. utang lainnya.

{3) Cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) huruf a terdiri atas:

a. cadangan luran yang belum merupakan
pendapatan;

b. cadangan atas klaim yang masih dalam
proses penyelesaian; dan

¢. cadangan atas klaim yang sudah terjadi
namun belum dilaporkan (incurred but not
reported).

{4) Liabilitas jaminan hari tua dan jaminan pensi-
un sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ dan huruf d terdiri atas:

a. utang jaminan;
b. utang investasi; dan
¢. utang lainnya.

(5) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagak-
erjaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang berlaku.

Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 26 diubah dan

ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf |, sehingga

Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hur-
uf a dilakukan dalam bentuk Investasi yang
dikembangkan melalui penempatan pada in-
strumen investasi dalam negeri.

(2) Instrumen investasi dalam negeri sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. deposito berjangka termasuk deposit on
call dan deposito yang berjangka waktu
kurang dari atau sama dengan 1 (satu)
bulan serta sertifikat deposito yang tidak
dapat diperdagangkan (non negotiable cer-
tificate deposit) pada Bank;

b. surat berharga yang diterbitkan Negara Re-
publik Indonesia; _

c. surat berharga yang diterbitkan Bank Indo-
nesia;

d. surat utang korporasi yang tercatat dan
diperjualbelikan secara juas dalam Bursa
Efek;

e. saham yang tercatat dalam Bursa Efek;
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f. reksadana:

g. efek beragun aset;

h. dana investasi real estat;

i. repurchase agreement;

i. penyertaan langsung;

k. tanah, bangunan, atau tanah dengan ban-
gunan; dan/atau

I. obligasi daerah yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah vang tercatat dan di-
perjualbelikan secara luas dalam Bursa
Efek.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah dan ditambah
1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 28
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28
(1) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan
dalam bentuk Investasi berupa surat utang

korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan-

‘secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d pal-
ing sedikit harus memiliki peringkat A- atau
yang setara dari perusahaan pemeringkat efek
yang telah memperoleh izin dari lembaga pen-
gawas di bidang pasar modal,

{2) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan
dalam bentuk Investasi berupa reksadana se-
bagaimang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf f merupakan produk reksadana yang
telah memenuhi Ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang pasar modal.

(3} Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan
dalam bentuk [nvestasi berupa efek beragun
aset dan dana investasi real estat sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g
dan huruf h harus memenuhi ketentuan:

a. telah mendapat pernyataan efektif dari
lembaga pengawas di bidang pasar modal;

b. paling sedikit memiliki peringkat A- atau
yang setara dari perusahaan pemeringkat
efek yang telah memperoleh izin dari lem-
baga pengawas di bidang pasar modal: dan

¢. dilakukan melalui penawaran umum seb-
agaimana diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan di bidang pasar modal.

(4) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan
dalam bentuk Investas; berupa repurchase
agreement sebagaimana dimaksud dalam

e
]
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Pasal 26 ayat (2) huruf i harus migmenuhi ke-

tentuan:

a. menggunakan kontrak perjanjian dengan
standar Global Master Repurchase Agree-
ment (GMRA);

b. jenis jaminan terbatas pada sutat berharga
yang diterbitkan Negara Republik Indone-
sia dan/atau Bank Indonesia;

c. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan
puluh) hari;: dan

d. nilai repurchase agreement tidak lebih dari
80% (delapan puluh persen) dari nilai pas-
ar surat berharga yang dijaminkan.

{9) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan

dalam bentuk Investasi berupa penyertaan

langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (2) huruf j hanya dapat dilakukan den-

gan kriteria:

a. badan usaha yang bergerak di bidang yang
mendukung pelaksanaan tugas| BPJS Ke-
tenagakerjaan dalam menyelenggarakan
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:

b. badan usaha vang tidak bergeral;: di bidang
usaha jasa keuangan yang diatur permo-
dalannya secara ketat sehingga herpotensi
menimbulkan kewajiban mementihi permo-
dalan secara berkelanjutan; dan

C. tidak berpotensi menimbulkan benturan

- kepentingan di dalam melakukati kerjasa-
ma sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{6) Pengembangén aset BPJS Ketenagakerjaan

dalam bentuk Investasi berupa tanal, bangu-

han, atau tanah dengan bangunan sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf k

harus memenuhi ketentuan:

a. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas
nama BPJS Ketenagakerjaan;

b. memberikan penghasilan kepada BBPJS Ke-
tenagakerjaan; dan

¢. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan,
atau tanah dengan bangunan yany sedang
diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir
pihak fain.

(7) Obligasi daerah Yang diterbitkan oleh Pemerin-

tah Daerah yang tercatat dan diperjutilbelikan
secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana di-
maksud dalam Pasa! 28 ayat (2) hurui | paling
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sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara
dari perusahaan pemeringkat efek yang telah
memperoleh izin dari lembaga pengawas di bi-
dang pasar modal.

Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 29 diubah dan
ditambah 1(satu) huruf yakni huruf j, sehingga
Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (2) dibatasi dengan ke-

tentuan:

a. Investasi berupa deposito berjangka terma-
suk deposit on call dan deposito yang ber-
jangka waktu kurang dari atau sama den-
gan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito
yang tidak dapat diperdagangkan {non
negotiable certificate deposit) pada Bank,
paling tinggi 15% (lima belas persen} dari
jumlah investasi untuk setiap Bank;

b. Investasi berupa. surat utang korporasi
yang tercatat dan diperjualbelikan secara
luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten
paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah
Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50%
(lima puluh persen) dari jumlah Investasi;

c. Investasi berupa saham vyang tercatat
dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten pal-
ing tinggi 5% (lima persen} dari jumlah In-
vestasi dan seluruhnya paling tinggi 50%
{lima puluh persen} dari jumlah Investasi;

d. Investasi berupa reksadana, untuk setiap
manajer investasi paling tinggi 15% (lima
belas persen) dari jumlah Investasi dan
seluruhnya paling‘ tinggi 50% (lima puluh
persen) dari jumiah Investasi;

e. Investasi berupa efek beragun aset untuk
setiap manajer investasi atau penerbit pal-
ing tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah
Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20%
(dua puluh persen) dari jumlah Investasi;

f. Investasi berupa dana investasi real estat,

untuk setiap manajer investasi paling tinggi

10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi
dan seiuruhnya paling tinggi 20% (dua pu-
luh persen) dari jumlah Investasi;-

g. Investasi berupa repurchase agreement,
untuk setiap counterpart paling tinggi 2%

(dua persen) dari jumlah Investasi dan se-
juruhnya paling tinggi 5% ({lima persen);

h. Investasi berupa penyertaan langsung, un-
tuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu
persen) dari jumlah Investasi dan seluruh-
nya paling tinggi 5% (lima persen) dari
jumlah Investasi; :

i. Investasi berupa tanah, bangunan, atau
tanah dengan bangunan, seluruhnya pal-
ing tinggi 5% (lima persen) dari jumlah In-
vestasi; dan

j. Investasi berupa obligasi daerah yang

diterbitkan oleh pemerintah daerah yang
tercatat dan diperjualbelikan secara luas
dalam Bursa Efek untuk setiap emiten pal-
ing tinggi 5% (lima persen) dari jumlah In-
vestasi dan seluruhnya paling tinggi 50%
{lima puluh persen) dari jumlah investasi.

{2) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan

berupa investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf
¢ tidak dikenakan pembatasan jumlah dan
persentase.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut:

Pasal 35
instrumen investasi dalam negeri sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk Dana
Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sos-
ial Pensiun meliputi:

a.

deposito berjangka termasuk deposit on call,
deposito yang berjangka waktu kurang dari
atau sama dengan 1 (satu) bulan dan serti-
fikat deposito yang tidak dapat diperdagang-
kan {non negotiable certificate deposit) pada
Bank; ‘

surat berharga yang diterbitkan Negara Re-
publik Indonesia;

surat berharga yang diterbitkan Bank Indone-
sia;

surat utang korporasi yang tercatat dan diper-
jualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;
saham yang tercatat dalam Bursa Efek;
reksadana; '

efek beragun aset;

dana investasi real estat;

repurchase agreement;
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j. penyertaan langsung;

k. tanah, bangunan, atau tanah dengan bangu-
nan; dan/atau

l. obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerin-
tah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan
secara luas dalam Bursa Efek.

Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1
[satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 35A

Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial
Hari Tua dalam bentuk deposito sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf a yang diper-
gunakan untuk mendukung program perumahan
peserta ditempatkan pada bank pemerintah den-
gan tingkat imbal hasil paling sedikit setara den-
gan tingkat suku bunga Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi se-

bagai berikut:

Pasal 36

(1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari
Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam
bentuk Investasi berupa surat utang korporasi
yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas
dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf d paling sedikit memiliki
peringkat A- atau yang setara dari perusahaan
pemeringkat efek yang telah memperoleh izin
dari lembaga pengawas di bidang pasar mod-
al.

(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial
Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun
dalam bentuk Investasi berupa reksadana se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf
f merupakan produk reksadana yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan di bidang pasar modal.

{3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari
Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam
bentuk Investasi berupa efek beragun aset
dan dana investasi real estat sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 35 huruf g dan huruf h
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. telah mendapat pernyataan efektif dari

lembaga pengawas di bidang pasar modal;
b. paling sedikit memiliki peringkat A- atau

yang setara dari perusahaan pameringkat
efek yang telah memperoleh izin dari lem-
baga pengawas di bidang pasar rodal; dan

c. dilakukan melalui penawaran umum seb-
agaimana diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan di bidang pasar modal.

(4} Pengembangan aset Dana Jaminan Sasial Hari
Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam
bentuk Investasi berupa repurchase agree-
ment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf i harus memenuhi ketentuan:

a. menggunakan kontrak perjanjian dengan
standar Global Master Repurchase Agree-
ment (GMRA};

b. jenis jaminan terbatas pada sura: berharga
yang diterbitkan Negara Republik Indone-
sia dan/atau Bank Indonesia;

c. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan
puluh} hari; dan

d. nilai repurchase agreement tidak lebih dari
80% (delapan puluh persen) dari nilai pas-
ar surat berharga yang dijaminkan.

{6) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari
tua dan Dana Jaminan Sosial Pensun dalam
bentuk Investasi berupa penyertaan langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf
| hanya dapat dilakukan dengan kritizria:

a. badan usaha yang bergerak di biclang yang
mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ke-
tenagakerjaan dalam menyelenggarakan
program Jaminan Sosial Ketenagiakerjaan:
dan

b. tidak berpotensi menimbulkan benturan
kepentingan di dalam melakukari kerjasa-
ma sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Dalam hal aset Dana Jaminan Sosial Hari
Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun, dalam
bentuk investasi berupa penyertaan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaku-
kan pada badan usaha yang bergerak dalam
bidang usaha jasa keuangan, selaifi berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
{5) juga harus memenuhi ketentuan kepemi-
likan pada badan usaha tersebut paling tinggi
sebesar 20% (dua puluh persen),

{7) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari
Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensijin dalam
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bentuk Investasi berupa tanah, bangunan,

atau tanah dengan bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 huruf k harus me-

menuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas
nama BPJS Ketenagakerjaan; '

b. memberikan penghasilan ke Dana Jaminan
Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial
Pensiun; dan

c. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan,
atau tanah dengan bangunan yang sedang

- diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir
pihak lain.

{8) Obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerin-
tah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan
secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf | paling se-
dikit memiliki peringkat A- atau yang setara
dari perusahaan pemeringkat efek yang telah
memperoleh izin dari lembaga pengawas di bi-
dang pasar modal.

11. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut: :
Pasal 37
(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 dibatasi dengan ketentuan:

a. Investasi berupa deposito berjangka terma-
suk deposit on call dan deposito yang ber-
jangka waktu kurang dari atau sama den-
gan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito
yang tidak dapat diperdagangkan (non ne-
gotiable certificate deposit) pada Bank:

1) paling tinggi 25% (dua puluh lima pers-
en) dari jumlah Investasi untuk setiap
Bank Pemerintah; dan

2) paling tinggi 15% (lima belas persen)
dari jumlah Investasi untuk setiap Bank
selain Bank Pemerintah;

b. Investasi berupa surat utang korporasi
yang tercatat dan diperjualbelikan secara
luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten
paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah
Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50%
{lima puluh persen) dari jumiah Investasi;

¢. Investasi berupa saham yang tercatat
dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten pal-
ing tinggi 5% (lima persen) dari jumlah In-
vestasi dan seluruhnya paling tinggi 50%

{lima puluh persen) dari jumliah Investasi;

d. Investasi berupa reksadana, untuk setiap
manajer investasi paling tinggi 15% (lima
belas persen) dari jumlah Investasi dan
seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh
persen) dari jumlah Investasi;

e. Investasi berupa efek beragun aset untuk
setiap manajer investasi atau penerbit pal-
ing tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah
Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20%
(dua puluh persen) dari jumlah Investasi;

f. Investasi berupa dana investasi real estat,
untuk setiap manajer investasi paling tinggi
10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi
dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua pu-
fuh persen) dari jumlah Investasi;

g. Investasi berupa repurchase agreement
untuk setiap counterpart paling tinggi 2%
{dua persen) dari jumlah Investasi dan selu-
ruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari
jumlah Investasi;

h. Investasi berupa penyertaan langsung, un-
tuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu
persen) dari jumlah Investasi dan seluruh-
nya paling tinggi 5% (lima persen) dari
jumlah Investasi; dan

i. investasi berupa tanah, bangunan, atau ta-
nah dengan bangunan, seluruhnya paling
tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah
Investasi; dan

j. Investasi berupa obligasi daerah yang
diterbitkan olth Pemerintah Daerah yang
tercatat dan diperjualbelikan secara luas
dalam Bursa Efek untuk setiap emiten pal-
ing tinggi 5% (lima persen) dari jumlah In-
vestasi dan seluruhnya paling tinggi 50%
{lima puluh persen) dari jumlah Investasi.

(25 Jumlah Investasi sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) merupakan jumlah investasi masing-
masing Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan
Dana Jaminan Sosial Pensiun.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial

Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun
dalam bentuk Investasi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 35 huruf b dan huruf ¢ tidak
dikenakan pembatasan jumlah dan persen-
tase.

12. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1
{satu) pasal yakni Pasal 37A, sehingga berbunyi
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sebagai berikut:
Pasal 37A

Pengembangan Dana Jaminan Sosial Hari Tua
pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dapat di-
gunakan untuk mendukung program penyediaan
perumahan bagi peserta paling banyak 30% (tiga
puluh persen) dari total Dana Jaminan Sosial Hari
Tua.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut: '
Pasal 38
(1) Instrumen investasi dalam negeri sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk

Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan

Dana Jaminan Sosial kematian meliputi:

a. deposito berjangka termasuk deposit on
call dan deposito yang berjangka waktu
kurang dari atau sama dengan 1 (satu)
bulan serta sertifikat deposito yang tidak
dapat diperdagangkan {non negotiable cer-
tificate deposit) pada Bank;

b. surat berharga yang diterbitkan Negara Re-
publik Indonesia;

c. surat berharga yang diterbitkan Bank Indo-
nesia;

d. surat utang korporasi yang tercatat dan
diperjualbelikan secara luas dalam Bursa
Efek;
saham yang tercatat dalam Bursa Efek:
reksadana: !
repurchase agreement;
efek beragun aset; dan/atau

Ta ~o

Pemerintah Daerah yang tercatat dan di-
perjualbelikan secara luas dalam’ Bursa
Efek. -

{2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Ke-
celakaan Kerja berupa Investasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai den-

. gan huruf i hanya dapat dilakukan apabila
jumtah Aset Bersih Dana Jaminan Sosial Ke-
celakaan Kerja paling sedikit harus mencukupi
estimasi pembayaran klaim program jaminan
sosial kecelakaan kerja untuk 1 (satu) bulan
ke depan.

{3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial
Kematian berupa Investasi sebagaimana di-

obligasi daerah vyang diterbitkan oleh

maksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan
huruf i hanya dapat dilakukan apabila jumlah
Aset Bersih Dana Jaminan Sosial Kematian
paling sedikit harus mencukupi estimasi pem-
bayaran klaim program Jaminan Sosial Kema-
tian untuk 1 (satu) butan ke depan

14. Ketentuan ayat (4) Pasal 39 diubah dan ditambah

1 {satu) ayat yakni ayat ({5), sehingga Pasal 39
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39

(1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Ke-
celakaan Kerja dan Dana Jaminan Sosial Ke-
-matian dalam bentuk Investasi berupa surat
utang korporasi yang tercatat dan diperjualbe-
likan secara luas dalam Bursa Efek sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d
paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang
setara dari perusahaan pemeringkat efek yang
telah memperoleh izin dari lembaga pengawas
di bidang pasar modal.

(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial
kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial
kematian dalam bentuk Investasi berupa rek-
sadana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (1) huruf f merupakan produk rek-
'sadana yang sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan di bidang pasar
modal.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial
kecelakaan kerja dan Dana Jamiran Sasial
kematian dalam bentuk: Investasi herupa re-
purchase agreement sebagaimana dimaksud
pada Pasal 38 ayat (1) huruf g harus me-
menuhi ketentuan:

a. menggunakan kontrak perjanjian dengan
standar Global Master Repurchase Agree-
ment (GMRA};

b. jenis jaminan terbatas pada surat berharga
vang diterbitkan Negara Republik Indone-
sia dan/atau Bank Indonesia;

c. jangka waktu tidak melebihi 90 {sembilan
puluh) hari; dan

d. nilai repurchase agreement tidak lebih dari
80% (delapan puluh persen) dari nilai pas-
ar surat berharga yang dijaminkaly.

{4) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial ke-
celakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial ke-
matian dalam bentuk Investasi berupa efek
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beragun aset sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1) huruf h harus memenuhi ke-

tentuan sebagai berikut:

a. telah mendapat pernyataan efektif dari
lembaga pengawas di bidang pasar modal.

b. paling kurang memiliki peringkat A- atau
yang setara dari perusahaan pemeringkat
efek yang telah memperoleh izin dari lem-
baga pengawas di bidang pasar modal; dan

c..dilakukan melalui penawaran umum. seb-
agaimana diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan di bidang pasar modal.

(b} Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial
kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial
kematian dalam bentuk Investasi berupa obli-
gasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan se-
cara luas dalam Bursa Efek sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i paling
sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara
dari perusahaan pemeringkat efek yang telah
memperoleh izin dari lembagapengawas di bi-
dang pasar modal.

15. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf g Pasal 40

diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h,
sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40
(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) dibatasi dengan ke-
tentuan;

a. Investasi berupa deposito berjangka terma-
suk deposit on call dan deposito yang ber-
jangka waktu kurang dari atau sama den-
gan 1 {satu) bulan serta sertifikat deposito
vang tidak dapat diperdagangkan (non
negotiable certificate deposit) pada Bank,
paling tinggi 15% (lima belas persen} dari
jumlah Investasi untuk setiap Bank;

b. Investasi berupa surat utang korporasi.

yang tercatat dan diperjualbelikan secara
luas dalam Bursa Efek, saham vyang ter-
catat dalam Bursa Efek, reksadana, repur-
chase agreement, efek beragun aset, dan
obligasi daerah sefuruhnya paling tinggi
50% (lima puluh persen) dari Aset Bersih;
c. Investasi berupa surat utang korporasi
yang tercatat dan diperjualbelikan secara
luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten
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16.

paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah
Investasi;

d. Investasi berupa saham yang tercatat
dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten pal-
ing tinggi 5% (lima persen} dari jumlah In-
vestasi;

e. Investasi berupa reksadana, untuk setiap
manajer investasi paling tinggi 15% (lima
belas persen) dari jumlah Investasi;

f. Investasi berupa repurchase agreement,
untuk setiap counterpart paling tinggi 2%
{dua persen) dari jumlah Investasi;

g. Investasi berupa efek beragun aset untuk
setiap manajer investasi atau penerbit pal-
ing tinggi 10% (sepuluh persen) dari jum-
lah Investasi; dan

h. Investasi berupa obligasi daerah vyang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang
tercatat dan diperjualbel'ikan secara luas
dalam Bursa Efek untuk setiap emiten pal-
ing tinggi 5% (lima persen) dari jumlah In-
vestasi. ;

(2} Jumlah Investasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan jumlah Investasi masing-
masing Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja
dan Dana Jaminan Sosial kematian.

{3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial ke-
celakaan kerja dan.Dana Jaminan Sosial ke-
matian dalam bentuk Investasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat {1} huruf b dan
huruf ¢ tidak dikenakan pembatasan jumliah
dan persentase.

Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1)
dan ayat (2) Pasal 44 disisipkan 1 (satu)} ayat
yvakni ayat 1a, sehingga Pasal 44 berbunyi seb-
agai berikut:
Pasal 44
{1) Kesehatan keuangan aset BPJS Ketenagaker-
jaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf a yang mengalami Surplus pada suatu

tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

huruf a digunakan untuk: i
a. menambah ekuitas BPJS Ketenagakerjaan;
dan/atau
b. memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Ke-
tenagakerjaan.
{13 Selain digunakan untuk menambah Aset Ber-
sih BPJS Ketenagakerjaan dan/atau mem-
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perkuat aset Dana Jaminan Sosial Ketenagak-
erjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
surplus dapat digunakan untuk membiayai ke-
giatan tanggung jawab sosial dan lingkungan
BPJS Ketenagakerjaan sepanjang jumlahnya
paling hanyak sebesar alokasi surplus untuk
memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Ke-
tenagakerjaan.

(2} Penentuan besaran alokasi Surplus aset BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} harus mendapatkan persetujuan dart
Dewan Pengawas.

17. Ketentuan Pasal 47 ditambah 2 (dua) ayat yakni

ayat (6) dan ayat {7), sehingga Pasal 47 berbunyi

sebagai berikut;

Pasal 47

(1) Kesehatan keuangan sebagaimana dlmaksud
dalam Pasal Pasal 46, untuk Dana Jaminan
Sosial Jaminan kecelakaan kerja dan Dana
Jaminan Sosial Jaminan kematian, masing-
masing diukur dengan jumlah Aset Bersih se-
bagai berikut:

a. paling sedikit harus mencukup estimasi
pembayaran klaim untuk satu bulan kede-
pan; dan

b. paling banyak sebesar estimasi pem-
bayaran klaim untuk 12 {dua belas) bulan
kedepan.

(2) Estimasi pembayaran klaim sebagaimana di-

- maksud pada ayat {1) dihitung berdasarkan
rata-rata klaim bulanan selama 12 (dua belas)
bulan terakhir sejak tanggal pelaporan.

(3) Dalam hal pelaporan disusun per tanggal 31
Desember tahun berjalan, estimasi klaim bu-
lanan dihitung berdasarkan total klaim dari 1
Januari sampai dengan 31 Desember tahun
berjalan dan kemudian dibagi 12 (dua belas}).

{4) Dalam hal Aset Bersih Dana Jaminan Sosial
kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial
kematian per akhir tahuri tidak memenuhi ke-
tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit dapat dilakukan tindakan:

a. penyesuaian Dana Operasional;

b. penyesuaian besaran luran; dan/atau

c. penyesuaian manfaat.

(5) Ketentuan kesehatan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 untuk Dana Jami-
nan Sosial hari tua diukur berdasarkan ke-
mampuan aset Dana Jaminan Sosial hari tua

untuk membayar seluruh kewajiban program
jaminan hari tua kepada peserta.

(6) Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46, untuk Dana Jaminan Sosial
Pensiun diukur berdasarkan jumlah Aset Ber-
sih paling sedikit sebesar kewajiban aktuaria
yaitu selisih lebih nilai sekarang atas estimasi
manfaat 5 (lima) tahun ke depan dari nilai sek-
arang atas estimasi penerimaan iuran dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

(7) Dalam hal Aset Bersih Dana Jarninan Sosial
Pensiun per akhir tahun tidak mezmenuhi ke-
tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6},
paling sedikit dapat dilakukan tintakan:

a. penyesuaian Dana Operasionai;
.b. penyesuaian besaran luran; dan/atau
c. penyesuaian manfaat.

18. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1

(satu} pasal yakni Pasal 47A, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 47A

{1} Perhitungan kewajiban aktuaria s$ebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dilakukan
oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi sesuai
dengan standar praktik aktuaria yang berlaku
umum. ‘

{2) Direksi menunjuk aktuaris indepienden yang
memiliki kompetensi aktuaria di bidang jami-
nan sosial setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan
persetujuan Dewan Pengawas untuk men-
gevaluasi perhitungan yang dilakukan oleh ak-
tuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalami hal ditemukan ketidakwajaran per-
hitungan terhadap kewajiban zktuaria seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan
Pengawas dapat meminta Direksi untuk:

a. memerintahkan aktuaris sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) melakukan perhi-
tungan ulang atas kewajiban aktuaria atau
atas sebagian dari kewajiban iiktuaria yang
dianggap tidak wajar; atau

b. menunjuk aktuaris independen untuk
melakukan perhitungan ulang atas kewa-
jiban aktuaria atau atas bagian dari kewa-
jiban aktuaria yang dianggap tidak wvajar.

{4) Penunjukan aktuaris independen sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) huruf b paling lama 1
{satu) bulan setelah permintaan Dewan Pen-
gawas.
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Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, sehingga
Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48
{1) Dalam hal Aset Bersih Dana Jaminan Sosial
Kecelakaan Kerja, Dana Jaminan Sosial Ke-
matian, atau Dana Jaminan Sosial Pensiun
bernilai negatif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 huruf b, Pemerintah dapat melaku-
kan tindakan khusus.
(2) Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) paling sedikit dilakukan melalui:
a. penyesuaian besaran: luran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pemberian dana tambahan untuk kecuku-
pan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan; dan/atau
¢. penyesuaian manfaat sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan ayat {2} Pasal 62 diubah.
Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 3 (tiga)
pasal yakni Pasal 63A, Pasal 63 B, dan Pasal 63
C sehingga berbunyi sebagai berikut: .
Pasal 63A
{1} Dalam hal penyesuaian investasi berupa pe-
nyertaan langsung yang berasal dari penga-
lihan aset PT Jamsostek (Persero) belum

dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63, BPJS Ketenagakerjaan wajib
menjual penyertaan langsung dimaksud den-
gan harga paling sedikit sama dengan harga
perolehan, dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
berlaku.

(2) Dalam hal penjualan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, maka
jangka waktu penjualan diperpanjang paling
lama 1 {satu) tahun.

(3) Dalam hal penjualan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, penjua-
lan penyertaan langsung tersebut wajib di-
laksanakan berdasarkan harga pasar dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 63B
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai ber-
laku, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
Dana Operasional yang dapat diambil dari Dana

Jaminan Sosial Hari Tua ditetapkan paling tinggi
2% (dua persen) dari akumulasi iuran dan dana
hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial Hari
Tua.

Pasal 63 C

Peraturan pelaksanaan yang telah ada untuk
besaran persentase Dana Operasional yang diam-
bil dari Dana Jaminan Sosial Hari Tua tetap ber-
laku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
22. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1
(satu) pasal yakni Pasal 64A, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 64A

Kegiatan yang berkaitan dengan Aset dan
Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 64 huruf a yang tidak ter-
masuk dalam bentuk pemberian manfaat layanan
tambahan bagi peserta dan dalam bentuk tang-
gung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dapat diseleng-
garakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam ben-
tuk sarana kesejahteraan peserta berupa rumah
susun sewa yang pendanaannya berasal dari aset
BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 huruf a.

Pasal Il

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 2015, kecuali ketentuan Pasal 13 ayat
(1) huruf b mulai beriaku 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini den-
gan penempatannya dalam Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia.
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